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abstract

On April 16, 2020, the Indonesian Ulema Council (MUI) has issued Fatwa No.
23 of 2020 on the Utilization of Zakat, Infak, and Shadagah Assets for the Prevention of
the Covid-19 Qutbreak and Its Effects. The birth of this fatwa was motivated by the
magnitude of the impact caused by the Covid-19 outbreak on the social and economic
life of the community and zakat, infag and shadagah are considered to have the potential
to be utilized in overcoming the impact of the outbreak. This research will try to analyze
the Fatwa of the Ulema Council No. 23 of 2020 and reveal the urgency of the birth of
the fatwa for the lives of indonesian people. This research uses a normative juridical
approach, data sources obtained from literature (library research) and analyzed
qualitatively. The results showed that this MUI fatwa is based on the propositions of the
Qur'an, Hadith, the rules of jurisprudent and the opinions of jurisprudent scholars. Then
this fatwa is also produced using the collective ijtihad method, namely the bayani
method, ta'lili (giyasi) and istislahi (maslahah mursalah) method. This is due to the
absence of a proposition from nash al-Qur'an or hadith of the Prophet (peace be upon
him) which explains directly the provision of personal protective equipment,
disinfectants and treatment and the needs of volunteers tasked with carrying out
humanitarian activities in the fight against the outbreak with the use of zakat, infag, and
shodagoh. The birth of this fatwa is very important for the life of the Muslim
community in particular and the people of Indonesia in general. This fatwa can be a
driver for Muslims to be more concerned for those who are economically affected by
the covid-19 outbreak through the distribution of zakat, infaq and shadagh. This fatwa is
a contribution to the thoughts of Indonesian Scholars as a form of concern for the
management of the covid-19 outbreak and its impact in the community.

Keywords: Zakat, Infag, Alms, Fatwa MUI, Covid-19

Abstrak

Pada tanggal 16 April 2020, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah
mengeluarkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak,
dan Shadagah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Lahirnya
fatwa ini dilatarbelakangi oleh besarnya dampak yang diakibatkan oleh wabah Covid-19
bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan harta zakat, infag dan shadagah



dianggap memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam menanggulangi dampak wabah
tersebut. Penelitian ini akan mencoba menganalisis Fatwa Majlis Ulama Nomor 23
Tahun 2020 dan mengungkapkan urgensi dilahirkannya fatwa tersebut bagi kehidupan
masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber
data diperoleh dari kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI ini berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an, Hadis,
kaidah fikih dan pendapat para ulama fikih. Kemudian fatwa ini juga dihasilkan dengan
menggunakan metode ijtihad kolektif, yaitu metode bayani, metode ta’/i/i (giyasi) dan
metode istislahi (maslahah mursalah). Hal ini disebabkan tidak adanya dalil dari nash
al-Qur’an ataupun hadits Nabi Saw. yang menjelaskan langsung penyediaan alat
pelindung diri, disinfektan dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas
melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah dengan pemanfaatan
zakat, infaq, dan shodagoh. Lahirnya fatwa ini sangat urgen bagi kehidupan masyarakat
muslim secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Fatwa ini dapat menjadi
pendorong bagi umat Islam agar lebih peduli lagi kepada mereka yang terimbas secara
ekonomi akibat wabah covid-19 melalui penyaluran harta zakat, infag dan shadagh.
Fatwa ini merupakan sumbangsih pemikiran para Ulama Indonesia sebagai wujud dari
kepedulian terhadap penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya di masyarakat.

Kata Kunci: Zakat, Infaqg, Sedekah, Fatwa MUI, Covid-19

A. Pendahuluan

Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan
manusia dengan Tuhannya, tetapi juga aspek hubungan antara sesama manusia. Selama
23 tahun karier kenabian Muhammad Saw., kedua hal ini berhasil dilaksanakan dengan
baik. Pada masa 13 tahun pertama, Muhammad Saw. menyampaikan dakwahnya
kepada masyarakat Mekkah dengan penekanan aspek akidah, namun bukan berarti
bahwa aspek sosial diabaikan sama sekali pada periode ini. Ayat-ayat Al-Qur’an yang
diturunkan pada periode ini justru banyak berbicara tentang kecaman terhadap
ketidakadilan, praktik bisnis yang curang, penindasan oleh kelompok elite ekonomi dan
politik terhadap kelompok yang lemah, dan berbagai ketimpangan sosial lainnya serta

ancaman siksaan atas perilaku demikian. (Muhammad Igbal, 2014: 35).

Sebagai seperangkat pedoman universal, tujuan Islam mengenai penegakan
masyarakat etis dan ekuilibrium sudah sangat tegas dari semula kedatangan Islam itu
sendiri. Islam memiliki kumpulan wahyu mengenai tata kehidupan di dunia yang
berorientasi pada mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Hal ini bisa dibuktikan
dengan melihat pengikut Nabi Saw. pada awal dakwahnya sebagian besar terdiri dari
orang-orang tertindas dan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat Mekkah kala itu.

Islam mengandung ajaran-ajaran yang sarat dengan rumusan kesejahteraan sosial.



Semua manusia harus mendapatkan kesejahteraan. Sebab ini lah ajaran-ajaran dalam
Islam tidak pernah bertentangan dengan konsepsi normal mengenai kebutuhan-
kebutuhan alamiah manusia. Tidak terdapatnya satupun anjuran dalam Islam yang
menyalahi kodrat kemanusiaan merupakan bukti bahwa Islam memang diturunkan

sebagai rahmat bagi alam semesta. (Miftahur Ridho, 2017: 106)

Islam adalah agama yang menekankan kepada pemeluknya untuk saling
menyayangi, mengasihi dan menyantuni. Konfigurasi dari ajarannya ini di antaranya
adalah perintah untuk berzakat, berinfaq, dan bershadagah. Perintah-perintah ini secara
tersurat maupun tesirat merupakan hubungan implikatif dengan kehidupan sosial,
ekonomi, pendidikan, dan aspek kehidupan manusia lainnya. (Qurratul Uyun, 2015:
218-219). Zakat adalah istilah bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt
supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahiq) oleh orang-orang yang
wajib mengeluarkan zakat (Muzakki). Zakat juga dapat diartikan sebagai ibadah yang
berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (maaliyyah ijtima’iyyah) yang
memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun

dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. (Ismail Nawawi, 2010: 1)

Kewajiban membayar zakat berlandaskan kepada Al-Qur’an, seperti pada Q.S.

al-Taubah (9) ayat 60, yang berbunyi:

S 5 sl 450 5 Ll Clalady Sl 5 o158l G L)
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Terjemahnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu‘allaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Ayat ini secara jelas menyatakan terdapat 8 golongan yang berhak menerima

zakat, yakni:

1. Fugara’ (Orang-orang fakir), yaitu kelompok orang yang sangat
menderita dalam hidupnya, ia tidak memiliki harta dan kemampuan

untuk memenuhi hajat hidupnya.



Masakin (Orang-orang miskin) adalah orang yang tidak mampu
kehidupannya dan serta kekuranga. la mempunya pekerjaan, namun tetap
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

‘Amilin (Pengelola zakat) merupakan orang yang di mandati tugas untuk
mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat.

Muallaf yaitu orang non Islam yang baru masuk Islam yang imannya
masih lemah.

Rigab (budak), yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang
ditawan oleh orang-orang kafir (tawanan perang).

. Gharimin (Orang yang dililit hutang), yaitu orang yang berhutang karena
untuk kepentingan yang bukan ma’siat dan tidak sanggup membayarnya.
Sementara bagi orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat
Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu
membayarnya.

. Sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), ialah orang yang
mempunyai keperluan mempertahankan Islam dan kaum muslimin.
Terdapat beberapa penafsiran, bahwa sabilillah pada masa sekarang
orang-orang yang berjuang untuk kepentingan penyebarluasan agama
Allah seperti para ulama dan kyai, ta’mir masjid dan lain sebagainya.
Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang menempuh perjalanan yang bukan

untuk ma’siat, dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Hikmah diwahyukan zakat ini tentu akan membiasakan seseorang yang

menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat

pelit dan kikir. Zakat juga akan menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa

kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir

dan miskin) sebab telah teratasinya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Selain itu,

zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Dengan

alasan hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru

bagi para pengangguran. (EI-Madani, 2013: 17).

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah (9) ayat 71.:
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Terjemahnya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan
Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Kedua ayat di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa zakat selain bentuk
ketaatan terhadap agama secara vertikal (hablun min Allah), juga merupakan syariat

yang berdimensi sosial secara langsung (hablun min annas).

Selain zakat, infagq juga merupakan ajaran Islam yang berdimensi sosial. Infaq
berbeda dengan zakat. Infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan
secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada
siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang
sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka
rela yang di lakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk
menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap Kkali ia
memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya (Abu Arkan Kamil Ataya, 2013: 9).
Pensyariatan infaq bisa dilihat pada ayat-ayat Al-Qur’an seperti pada Q.S. al-Bagarah
(2) ayat 195 yang berbunyi:

il Sond 0 )5l AN ) a8y 58 5 ) e 3 15883

Terjemahnya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Sama halnya dengan zakat, infaq ini juga dimaksudkan agar terciptanya suasana
takaful dan tadhomun (rasa sepenanggungan) sesama umat Islam. Pensyari’atan infaq
yang merupakan anjuran menafkahkan harta, akan bermanfaat dalam meningkatkan
ilmu pengetahuan, meminimalisir kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Sebagai

ketaatan, pemberi infaq pun akan menerima balasan atas kebaikan yang dilakukannya,



diumpamakan dengan tujuh ratus kali lipat hingga berlipat ganda banyaknya lagi dari

itu dan keberkahan rizki serta nilai materi yang diterima.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Bagarah (2) ayat 261:

Bile AR (8 8 (M st il 208 8 0 i 8 240030 (58 Gl (e
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Terjemahnya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah
Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui

Tak sebatas itu, sebagai bukti Islam peduli terhadap kesejahteraan sosial, juga
dikonfigurasikan dengan anjuran untuk bersedekah. Adapun perbedaan zakat, infagq dan
shadagah adalah zakat hukumnya wajib sedangkan infak dan shadagah tidak wajib.
Zakat merupakan rukun Islam, sedangkan infag dan shadagah bukan termasuk rukun
Islam. Dalam zakat ada ketentuan tentang tentang batasan minimal harta yang wajib
dikeluarkan (nishab), besar harta yang dikeluarkan dan waktu yang mengeluarkan.
Penerima zakat telah ditentukan untuk 8 asnaf (golongan), sedangkan infagq dan
shadaqah tidak da batas penerimanya. (Fahrur Mui’is, 2011: 22-23).

Jika infag merupakan pemberian yang berbentuk materi, dibedakan dengan
penggunaan istilah shadagah yang bermakna luas. Pada dasarnya setiap kebajikan itu
adalah shadagah. Dilihat dari pengertian tersebut, shadagah memiliki pengertian luas,
menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi. Dalam kehidupan sehari-hari,
shadagah sering disamakan dengan infag. Namun mengingat pengertian tadi dapat
dibedakan bahwa shadagah lebih umum daripada infaqg, jika infaq berkaitan dengan
materi, sedangkan shadagah materi dan non materi. (Qurratul Uyun, 2015: 221).
Meskipun ada perbedaan dalam pengaturan zakat, infaq dan shodaqoh, akan tetapi yang
terpenting adalah ketiganya menjadi pembuktian bahwa Islam merupakan agama yang
menekankan kepada pemeluknya untuk saling menyayangi, mengasihi dan menyantuni,

yang dikonfigurasi dari perintah untuk berzakat, berinfaq, serta bershadagah tersebut.

Bertolak dari pandangan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16
April 2020, mengeluarkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta



Zakat, Infak, dan Shadagah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.
Sebagaimana diketahui bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap
kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan

lain.

Sebelum fatwa ini dikeluarkan, pada tanggal 14 Maret 2020, wabah Corona
Virus atau Covid 19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.Update terbaru jumlah
kasus corona atau covid 19 di Indonesia kembali diunggah pada 28 Agustus 2021
mencapai 4.066.404 orang. Dengan kasus kematian mencapai 131.327 jiwa. Sementara,
kasus aktif Covid-19 Indonesia tercatat sebanyak 227.182 orang. Kasus suspek

sebanyak 248.139 orang. (dilansir dari laman pikiran-rakyat.com).

Berkaca pada data jumlah kasus posisi Corona Virus atau Covid 19 yang
menempatkan Indonesia sebagai negara dengan Case Fatality Rate termasuk dalam
urutan tertinggi dunia (Syilvia Hasanah Thorik, 2020: 116), tentu keadaan ini
memberikan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia. Kekhawatiran ini tidak hanya
persoalan penularan virus semata, tapi juga persoalan ekonomi atau cara memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari. Sebab pandemi ini juga membatasi ruang gerak manusia

Secara umum.

Dalam kondisi mewabahnya pandemi covid 19 ini ternyata banyak sekali
dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini utama nya di sektor perekonomian
Indonesia. Pengangguran contohnya, dengan semakin meluasnya virus covid 19 ini di
Indonesia sampai saat ini maka tidak menutup kemungkinan tingkat pengangguran di
Indonesia akan semakin meningkat bahkan sangat berpotensi besar terjadi, dilihat dari
banyaknya para pekerja yang di PHK dan dirumahkan atau dihimbau untuk dirumah
saja atau social distancing. Sehingga hal ini sangat membatasi masyarakat untuk
bekerja. (Abd. Jalil, dan Sri Kasnelly, 2019: 46-47).

Sejak di umumkannya secara resmi kasus pertama Covid-19 di Indonesia oleh
presiden Joko Widodo di Istana Negara 2 Maret 2020, Covid-19 ini sangat memberikan
dampak yang begitu terasa bagi masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial
maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Salah satu yang sangat menyita perhatian ditengah



pandemic Covid-19 ini ialah jumlah pengangguran yang bertambah. Sejak pandemic
Covid-19, tak sedikit perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya.
Ada yang sementara, ada juga hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Mau tidak
mau, pekerjapekerjanya akan menganggur untuk sementara waktu. Tidak hanya itu
adanya aturan pemerintah tentang social distanching, lock down dan PSBB bagi daerah
zona merah menyebabkan gerak masyarakat terbatasi sehingga menyebabkan banyak

masyarakat yang menganggur. (Abd. Jalil, dan Sri Kasnelly, 2019: 56).

Pemberlakuan berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi penyebaran atau
upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi
yang mengalami kontraksi bahkan terhenti berproduksi. Hal ini mengakibatkan
terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu maupun
perusahaan, dan mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat
meningkatkan jumlah penduduk miskin. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu
upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan sosial bisa di
atasi dengan zakat, infaq maupun shadagah, sebagaimana dimuat secara tersurat dalam
Fatwa Nomor 23 Tahun 2020.

Penelitian Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfatan Harta Zakat
Untuk Penanggulangan Wabah Covid19 Dan Dampaknya sebelumnya sudah pernah
dibahas dalam peneltian Agus Salim dengan judul “Skema Pentasyarufan zakat pada
Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfatan Harta Zakat Untuk
Penanggulangan Wabah Covid19 Dan Dampaknya (Study Analisi Kritis Fatwa MUI No
23 Tahun 2020 Tentang Pemanfatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadagah Untuk
Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya)”. Dalam paparannya, penelitian ini
tidak menganalisis dalil-dalil yang digunakan dalam Fatwa MUI No 23 Tahun 2020
tersebut, dan juga tidak memaparkan urgensi dari kenapa fatwa itu dikeluarkan.
Sehingga penelitian yang akan dibahas oleh penulis sangat berbeda dengan penelitian
tersebut, yang akan lebih fokus dalil-dalil yang digunakan dan urgensi dari fatwa

tersebut dikeluarkan.

B. Metode Penelitian



Jenis penelitian ini adalah library research (studi kepustakaan). Kegiatan
penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan
berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil
penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan
dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk
mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan
metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Sumber
data primer yang akan digunakan adalah salinan Fatwa MUI No 23 Tahun 2020.
Sedangkan untuk sumber sekundernya didapatkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan
karya ilmiah lainnya yang relevan. Lalu, teknik dalam mengumpulkan data-data
menggunakan studi dokumentasi, yang akan dianalisis secara deskriptif yaitu dengan
menjabarkan serta menggambarkan data yang ditemukan dan hasil dari penemuan
tersebut. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan
1. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No 23 Tahun 2020

Dalam konsideran Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 menjelaskan bahwa yang
menjadi pertimbangan dikeluarkan fatwa tersebut, yaitu: Pertama, zakat merupakan
jenis ibadah mahdlah sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus
berdasarkan syariat Islam. Kedua, dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap
kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan
lain. Ketiga, dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat
berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan
dampaknya, demikian juga harta infak dan shadagah. Keempat, muncul pertanyaan di
masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadagah untuk
penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya. Dan kelima Majelis Ulama
Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak,
dan shadagah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai

pedoman.

2. Metode Istinbath Hukum dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020
a. Pedoman Penetapan Fatwa MUI
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Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa mengikuti
prosedur dan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Organisasi tentang Pedoman
Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep705/MUI/XI1/2015 yang
merupakan penyempurnaan dari Pedoman Penetapan Fatwa Nomor U-
596/MUI/X/1997.

Pedoman ini merupakan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna dan
transparan terkait pedoman dan prosedur pemberian jawaban masalah keagamaan,
dengan prinsip sistematis (tafshiliy), argumentatif (berpijak pada dalil syar’),
kontekstual (wagi’iy), dan aplikatif (tathbiqy). (Pedoman Penetapan Fatwa MUI, 2015:
71). Secara operasional, metode penetapan fatwa MUI dijelaskan pada pasal 5 sampai
pasal 7 Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor Kep705/MUI/X11/2015, sebagai berikut:

Pasal 5

1) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna
memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (tashawwur al-masalah),
rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan
titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari’ah) yang berkaitan dengan
masalah tersebut.

2) Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan
fugaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang
mu’tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait
masalah yang akan difatwakan.

3) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat
melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang
memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan
difatwakan.

Pasal 6

1) Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya
(ma’lum min al-din bi aldlarurah) dilakukan dengan menyampaikan hukum
sebagaimana apa adanya.

2) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (masail
khilafiyah) di kalangan madzhab, maka:

a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara
pendapat pendapat yang dikemukakan melalui metode al-jam 'u wa al-taufiq;

b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapatpendapat tersebut, penetapan
fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode mugaranah
(perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul figih mugaran.
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4)

Pasal 7

b.
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Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di
kalangan madzhab atau ulama yang mu 'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif
melalui metode bayani dan zalili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqgiy, istihsaniy dan sad
al-dzaraa’i) serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedomani oleh
para ulama madzhab.

Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di
kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa
disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan
penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal
pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (ihtiyath) serta
sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (al-khuruuj min al-khilaaf).

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh
syari’at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan magashid al-syariah.

Metode Penetapan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam fatwa ini adalah terkait ketentuan

hukum yang menjadi bagian kedua keputusan fatwa, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID19 dan
dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut:
a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim
yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, rigab, ibnu
sabil, dan/atau fi sabilillah;

2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai,
makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai
dengan kebutuhan mustahiq;

3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk
stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak
wabah.

b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabilillah
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2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi
kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiqg, seperti
untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan
serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas
kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (ta jil alzakah) tanpa
harus menunggu satu tahun penuh (Hawalan alhaul), apabila telah mencapai
nishab.

3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa
harus menunggu malam idul fitri.

4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak
dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaqg, shadagah,

dan sumbangan halal lainnya.

Berdasarkan ketentuan hukum ini, dapat diketahui bahwa Fatwa MUI No 23
Tahun 2020 yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI menggunakan metode ijtihad
kolektif yaitu metode bayani, metode ra’/ili atau giyasi dan metode istislahi atau
maslahah mursalah. Hal ini disebabkan tidak adanya dalil dari nash Al-Qur’an ataupun
hadits Nabi Saw. yang menjelaskan langsung penyediaan alat pelindung diri,
disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas
kemanusiaan dalam penanggulangan wabah dengan pemanfaatan zakat, infag, dan
shodaqoh.

Dalam konsideran fatwa tersebut, beberapa ayat al-Quran dijadikan
pertimbangan adalah Q.S. al-Taubah (9) ayat 103; ayat 60; al-Bagarah (2) ayat 267; ayat
216, al-Maidah (5) ayat 2, dan Ali Imran (3) ayat 134. Selanjutnya, fatwa tersebut juga
mengutip hadist Rasulullah Saw. tentang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi
umat Islam yang memenuhi syarat; hadis Nabi Saw. yang memerintahkan bersegera
menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda
pembayarannya; hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam

kondisi tertentu; serta beberapa kaidah fikih yaitu:

1 (Aadally Josia el e ool i),

2. (aealiall oSa Jilusl): dan
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3. (wnls sed 4o Y cnl sl o5 VL),

Fatwa ini juga memperhatikan beberapa pendapat Ulama, seperti Imam al-
Nawawi dalam Kitab al-Majmu’ juz 6 hal. 228 yang menjelaskan persyaratan mustahiq
zakat harus muslim; Imam lbnu Qudamah dalam Kitab al-Muhgni juz 2 hal. 487 yang
juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim; Pendapat Imam Al-Ramly
dalam Kitab Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj (6/161-162) yang menerangkan
pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya; Imam al-Maraghi
dalam Kitab Tafsir al-Maraghi Jilid IV halaman 145; Imam al-Razi dalam Kitab al-
Tafsir al-Kabir Jilid 16 halaman 87; Imam al-Nawawi dalam Kitab al-Majmu’ (6/126-
127) tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib.

Kemudian, fatwa ini juga mempertimbangkan beberapa ketentuan fatwa MUI
yang lainnya, seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan
Zakat tanggal 26 Januari 1982; Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang
Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum
Tanggal 2 Februari 1982; Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang
Pemberian Zakata Beasiswa; Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan; Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat,
Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi
Masyarakat; Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun
2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer,
Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah COVID-19; dan Pendapat,
saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi
Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

D. Analisis Penulis Terhadap Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

Beberapa ketentuan dalam fatwa ini ditetapkan dengan menyampaikan
sebagaimana apa adanya, sebab masalahnya telah jelas hukum dan dalil-dalilnya
(ma’lum min al-din bi aldlarurah). Seperti penerima zakat yang termasuk salah satu
golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit
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hutang, rigab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah. Keterangan ini juga diperkuat dengan
beberapa pendapat Ulama yang diakui dan diterima pendangan hukumnya. Begitu juga
dengan Zakat mal yang dibolehkan untuk disalurkan lebih cepat (za il alzakah) tanpa
harus menunggu satu tahun penuh (hawalan alhaul), apabila telah mencapai nishab, dan
zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus

menunggu malam idul fitri. Fatwa ini merujuk kepada hadist Nabi Saw. sebagai berikut:

aBua Jaad 8 alu g adde ) e ol Jl Galead) o s o 0 e o
3503 sl g dale Gl ol gy — Gy aa) ad 8 Jad ) U8
Artinya: Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyegeraan

pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu
Majah dan Abu Daud)

Sedangkan ketentuan tentang pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau
layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiqg, seperti untuk
penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan
yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah, fatwa

ini didasarkan pada metode istislahiah atau maslahah mursalah.

Sebagai bagian usaha untuk menanggulangi dampak covid 19, selain berbagai
ketentuan yang sudah diupayakan pemerintah, MUI selaku otoritas kegamaan umat
Islam di Indonesia juga mempertimbangkan kemaslahatan dalam fatwa tersebut.

Sebagaimana kaidah fikih yang digunakan,

bl bgio e )l e sl O3 i

Artinya: Kebijakan imam (pemerintah/pemegang otoritas) bagi rakyat harus berdasar
maslahah.

Kata (—=5) dalam bahasa Arab terbentuk dari kata (—s_<l) yang berarti
memalingkan, (Al-Zawi, 1996: 816), di samping itu kata ini juga memiliki makna lain
seperti menukar, bertindak, bekerja dan lain-lain. (Al-Razi, 2004: 346. Dan kata ini
tidak memiliki penjelasan khusus secara istilah, namun ia dapat dipahami dari

penggunaan orang Arab, dimana mereka menggunakan kata ini untuk menunjukkan
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tindakan yang dilakukan oleh seseorang; baik tindakan itu berupa perkataan maupun
perbuatan.

Sedangkan kata (sY!) berasal dari kata (¢!) yang berarti asal dari sesuatu.
Kemudian setelah mengalami tashrif atau perubahan pola kata dalam bahasa Arab,
terbentuklah kata (2\¥') yang berarti pemimpin yang harus diikuti, atau bisa juga
diartikan yang menjadi panutan. Sedangkan secara istilah, kata (2\¥') adalah seseorang
yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.
(Ahmad Rifai, 2015: 297)

Adapun kata («=_!") yang berasal dari kata (=_) berarti menggembala, dan
orang yang menggembalakan sesuatu disebut dengan (.='.Y), sinonim dari kata (s%Y')
yang berarti pemimpin. Sedangkan (“:=_Y) adalah yang digembalakan, dalam konteks
manusia berarti masyarakat umum yang memiliki seorang pemimpin yang bertugas
untuk mengatur segala urusan dan memperhatikan kemaslahatan mereka. (Ahmad Rifai,
2015: 299). Dianalogikan demikian karena keadaan masyarakat yang tidak bisa hidup
tanpa pemimpin, karena ketiadaan pemimpin akan membuat kehidupan mereka
berantakan dan tidak beraturan.

Selanjutnya, kata () dalam bahasa Arab berasal dari kata (:U) yang berarti
menggantungkan, sehingga dari susunan kalimat dalam kaidah itu dapat dipahami
bahwa makna dari kata (-s) di sana adalah adanya keterikatan atau ketergantungan
dari sebuah tindakan atau kebijakan seorang pemimpin dengan kemaslahatan bagi orang
yang berada di bawah kepemimpinannya. (Ahmad Rifai, 2015: 300)

Dan kata (4slws) berasal dari kata (zl=: - zl=) dalam yang bahasa Arab
memiliki arti tidak memiliki bahaya atau lawan dari bahaya. (Al-Zawi, 1996: 839). Dua
variabel terpenting yang merupakan inti dalam kaidah figih ini adalah kata (s%%¥!) yang
berarti pemimpin dan kata (4sl=s) yang sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia
dengan arti maslahat atau manfaat. Oleh karena itu, orientasi fatwa ini adalah pada

kemashlahatan umum, dan disesuaikan berdasarkan skala prioritas.

Dalam kajian ushul al- figh dikenal salah satu metodologi ijtihad, yaitu
mashlahah mursalah. Metode ini berinduk dari (pembagian) konsep mashlahah yang
manakala ditilik dari perspektif syara' terhadap eksistensi mashlahah dan adanya
keselarasan antara anggapan baik secara rasional dengan tujuan syara'. Mashlahah dapat

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: mashlahah mu'tabarah, mashlahah mulghah, dan
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mashlahah mursalah (al-Syatibi: 352-354). Pertama, mashlahah mu tabarah, yaitu
mashlahah yang berada dalam kalkulasi syara'. Dalam hal ini, dalil yang secara khusus
menjadi dasar dari bentuk kemaslahatan ini, baik secara langsung ada indikator dalam
syara' (munasib mu'atsir) atau pun secara tidak langsung ada indikatornya (munasib
mulaim). Seperti mashlahah yang terkandung dalam pensyari‘atan hukum gishash bagi
pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia. Adapun salah satu
cara berhujjah dengan mashlahah ini yaitu dengan jalan analogi (giyas), bahkan
sebagian ulama menyamakan antara mashlahah mu'tabarah dengan giyas. Seperti
pengharaman segala bentuk minuman yang memabukkan dengan cara di-giyas-kan pada
minuman khamr yang telah dinashkan keharamannya oleh al-Qur'an. Maka, muatan
mashlahah dalam pengharaman segala bentuk minuman memabukkan dapat diakui
eksistensinya oleh syara' karena adanya kadar mashlahah yang sama dengan pelarangan

jenis minuman khamr.

Kedua, mashlahah mulghah, yaitu mashlahah yang keberadaannya tidak diakui
oleh syara'. Jenis mashlahah ini bisaanya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi
nash, baik al-Qur'an maupun hadis. Seperti kandungan mashlahah yang terdapat dalam
hak seorang istri menjatuhkan talak kepada suami. Mashlahah ini didasarkan pada
persamaan hak antara suami-istri sebagai pelaku transaksi pernikahan. Namun,
mashlahah dalam masalah ini di tolak oleh syara’. Hal tersebut diisyaratkan oleh
pernyataan nash, bahwa barangkali karena pertimbangan psikologis kemanusiaan, hak
menjatuhkan talak hanya dimiliki seorang suami. (Al-lbrahim, 1989: 70).

Ketiga, mashlahah mursalah, dalam beberapa literatur disebut juga dengan al-
istishlah, mashlahah muthlagah, atau munasib mursal, yaitu kemashlhatan yang
eksistensinya tidak didukung syara’ dan tidak pula ditolak melalui dalil yang terperinci,
namun cakupan makna nash terkandung dalam substansinya. Seperti pengumpulan dan
pembukuan al-Qur'an menjadi satu mushhaf; sistem pemenjaraan bagi pelaku tindak
pidana sebagai wujud pengewejantahan dari ketentuan hukuman pidana dalam Islam;
pengadaan mata uang berikut sirkulasinya dalam sebuah mekanisme pasar, dan lain
sebagainya. Contoh-contoh tersebut tidak ditemukan dalam nash ajaran agama secara
tersurat, namun diakui keberadaannya oleh syara’ karena memiliki implikasi yang

cukup jelas untuk mengakomodir kemashlahatan umat atau kepentingan umum. Dalam
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mashlahah jenis inilah terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan

di sini pula kecakapan ijtihad sangat dibutuhkan.

Dalam kajian ushul figh, mashalah kategori pertama yakni mashlahah
mu tabarah harus diterima bahkan menjadi salah satu dasar utama dalam kegiatan
penalaran yang biasanya dikaitkan dengan penalran ta liliyah. Dianggap sebagai salah
satu cara untuk menemukan dan merumuskan ‘illat. Adapun mashlahah mulghah tidak
boleh digunakan, karena ditolah oleh kedua sumber utama hukum Islam, yakni al-Quran
dan al-Sunnah. Sedangkan yang ketiga mashlahah mursalah menjadi perbincangan para
ulama ushul, ada yang menerimanya dan adapula yang menolaknya. Menalar
(melakukan istidlal, istinbath) dengan cara yang ketiga inilah yang diberi nama
penaraan istishlah (istishlahiyah). Penalaran ini di indonesiakan menjadi metode
penalaran istislahiyah. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan penaralan istislahiyah
adalah penggunaan maslahat jenis ketiga ini, yakni mashlahah mursalah.( Al Yasa’ Abu
Bakar, 2016: 44.)

Terkait metode penalaran istislahiah ini, al-Syatibi memberikan keterangan
bahwa penalaran istislahiah ini harus digunakan dan didudukkan atau diberi tempat
dalam kategori-kategori magasid al-syari’ah yang diperkenalkan secara relatif
sistematis, mencakup dan heirarkis.? Sehingga anggapan bahwa penalaran istislahiah ini
tidak mempunyai hubungan dengan al-Quran dan al-Sunnah, sebagaimana anggapan

mayoritas ulama, bisa terjawab.

Sebelumnya sudah disinggung bahwa maslahat berkaitan dengan perlindungan
kepentingan dan pemenuhan keperluan manusia. Oleh para ulama perlindungan
kepentingan dan pemenuhan keperluan ini sudah diperinci secara hierarkis, mulai dari

yang paling pokok sampai kepada yang sekedar untuk kenyamanan atau tambahan

! Dalam kebanyakan kitab Ushul Figh penggunaan mashlahah mu tabarah ini di dalam
penalaran selalu dikaitkan dengan ‘illat, khususnya melalui pertimbangan munasabah (relevansi). Lihat
misalnya, Isma’il, t.t: 60.

2 Perlu diketahui, bahwa sebagian ahli ushul figh tidak mengakui adanya bentuk mashlahah
mursalah ini,dengan asumsi dasar bahwa syara’ tidak mungkin mengalpakan bentuk mashlahah,
betapapun kecilnya mashlahah tersebut. Semua bentuk mashlahah yang diklaim syara' menurut pendapat
ini, masih dalam bingkai garis besar nash syar'i yang mengacu pada semangat disyari'atkannya ajaran
Islam, yaitu demi melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, contoh pembukuan al-Qur'an oleh para
sahabat, menurut pendapat ini, masih dalam bingkai nash syar'i yang memiliki kaitan signifikan dengan
perlindungan terhadap agama (hifzh al-din). Demikian juga sistem transaksi modern dengan mata uang
atau perangkat lainnya juga dapat dibilang memiliki acuan nash yang di dalamnya terdapat muatan
mashlahah dalam wujud perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal). Lihat Raisuni, 1992: 268).
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kenyamanan saja, menjadi tiga tingkatan. Yakni al-dharuriyyat (keperluan dan
perlindungan yang bersifat asasiah, dasariah, primer, elementer, dan fundamental), al-
hajiyyat (keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer) dan al-
tahsiniyat (keperluan dan perlindungan yang bersifat tersier, komplementer). Dalam
kajian tentang maqasid syari’ah, al-Syatibi menjelaskan hubungan antara ketiga jenis

dan tingkatan keperluan dan perlindungan ini, sebagai berikut:

1. Al-dharuriyyat adalah dasar bagi al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat.

2. Kerusakan al-dharuriyyat akan menyebabkan kerusakan seluruh al-hajiyyat
dan al-tahsiniyyat.

3. Kerusakan al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat tidak akan menyebabkan kerusakan
al-dharuriyyat .

4. Kerusakan seluruh al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat akan menyebabkan
kerusakan sebagian al-dharuriyyat.

5. Keperluan dan perlindungan al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat perlu dipelihara

untuk kelestarian al-dharuriyyat.

Dengan uraian di atas, terlihat bahwa al-dharuriyyat adalah landasan bagi dua
keperluan dan perlindungan di tingkat bawahnya, yakni al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat.
Selanjutnya, akan difokuskan pada perlindungan al-dharuriyyat, karena merupakan inti
dari ketiga kategori perlindungan tersebut. Pemenuhan keperluan dan perlindungan
dassariah, asasiah, elementer, fundamental yang diperlukan agar manusia dapat bertahan
hidup sebagai manusiawi (secara normal, dan tidak akan jatuh ke dalam perbudakan,
ketidak berdayaan, atau terasing dari masyarakat sedemikian rupa), dan dapat
meneruskan eksistensi mereka generasi demi generasi di atas muka bumi ini, ini lah
yang dikenal dalam kajian ushul figh dengan keperluan dan perlindungan al-
Dharuriyyat. ( Al Yasa’ Abu Bakar, 2016: 81.)

Keperluan dan perlindungan al-dharuriyyat ini dalam kajian ushul figh,
termasuk al-Syatibi dibagi menjadi lima macam, vyaitu: pertama, hifz al-din,
keselamatan agama (ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt.); kedua, hifz al-nafs,
keselamatan nyawa (perorang); ketiga, hifz al-‘agl/, keselamatan akal (termasuk hati
nurani); keempat, hifz al-nasl, keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi

manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang; dan
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kelima, hifz al-mal, keselamatan serta perlingungan atas harta kekayaan yang dikuasai

atau dimiliki seseorang.

Oleh karena itu, berdasarkan skala priorotas (penalaranan maslahah), maka
harta zakat, infaq dan sadakah memang seharusnya didistribusikan boleh bentuk uang
tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan
kebutuhan mustahiq, dan pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi
kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat
pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas

melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

Sebagaimana dijelaskan bahwa penyaluran zakat, infaq dan shadagah ini
dimaksudkan untuk menanggulangi dampak covid-19 yang menjadi bagian hifz al-nafs,
maka ketentuan-ketetentuan yang menjadi sarana untuk menanggulangi dampak
tersebut juga sejajar dengan hukum tujuan tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah ( Jill
ualidl oSa) dan (als sed 4 V) alll &4 YW), Keterangan ini dipertegas dalam pedoman
penetapan fatwa MUI pada pasal 7 bahwa penetapan fatwa harus senantiasa
memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari’at serta mempertimbangkan

kemaslahatan umum dan magashid al-syariah.
E. Urgensi Fatwa

Dalam suasana pandemi seperti ini, maka semua pihak dituntut untuk
memberikan kontribusinya baik dalam bentuk ide dan pemikiran maupun aksi langsung
dalam bentuk prilaku filantropi seperti bantuan dana, obat-obatan dan modal usaha.
Sebenarnya, pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perhatian yang sangat
besar terhadap upaya penanggulangan pandemi covid-19 dan segala akibat yang
ditimbulkannya dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam bidang ekonomi, setidaknya
pemerintah telah membuat sembilan kebijakan untuk mengatasi dampak Covid-19 ini.
Di antaranya adalah memangkas anggaran belanja yang bukan menjadi perioritas di
tingkat provinsi dan kabupaten kota, bagi pemerintah pusat dan daerah mengalokasi
ualang anggaran untuk percepatan pengentasan dampak covid-19 baik dari aspek
kesehatan dan juga ekonomi, memperbanyak program padat karya tunai, memberikan
tambahan uang sebesar Rp. 50.000,- pada pemegang kartu sembako murah selama enam
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bulan dan Presiden mempercepat realisasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja
yang terkena PHK pekerja, kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang

kehilagan pasar dan omzetnya (Sabig, Ahmad Fikri dan Amirudin, 2020, 164).

Sebagai bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama
Islam, tampaknya upaya penanggulangan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah ini
harus didukung oleh semua lapiran, tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia yang
merupakan payung besar umat Islam. Peran MUI sangat diharapkan dalam memberikan
solusi pemikiran dan pemicu semangat bagi umat Islam dalam ikut bersama
menuntaskan permasalahan lemahnya daya ekonomi masyarakat akibat dari pandemi
ini. Dalam konteks ini lah, kehadiran Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang
Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadagah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19
dan Dampaknya dirasa sangat urgen dan merupakan langkah yang sangat tepat. Fatwa
ini akan mendorong umat Islam untuk mengoptimalkan pendayagunaan harta zakat,
infaq dan sedekah untuk penanggulangan pandemic covid-19 dan menghilangkan
keraguan tentang status hukumnya bila harta filantropi Islam tersebut dipergunakan
untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan seperti untuk penyediaan
alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas
melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah. Isi fatwa yang
membolehkan mempercepat pembayaran zakat dengan tidak menunggu masa haul juga
dinilai sebagai sebuah terobosan hukum yang tepat untuk meningkatkan pemasukan
dana zakat yang biasanya dikumpulkan oleh Lembaga pengelola zakat, infag, dan
shadagah (ZIS).

F. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Fatwa MUI Nomor 23
Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadagah Untuk
Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya diputuskan berdasarkan dalil-dalil
dari al-Qur’an, Hadis, kaidah fikih dan pendapat para ulama fikih. Metode istinbat
hukum yang digunakan dalam juga menggunakan metode ijtihad kolektif, yaitu metode
bayani, metode ra’lili (giyasi) dan metode istislahi (maslahah mursalah). Hal ini
disebabkan tidak adanya dalil dari nash al-Qur’an ataupun hadits Nabi Saw. yang

menjelaskan langsung penyediaan alat pelindung diri, disinfektan dan pengobatan serta
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kebutuhan relawan vyang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam
penanggulangan wabah dengan pemanfaatan zakat, infag, dan shodagoh. Lahirnya fatwa
ini sangat urgen bagi kehidupan masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat
Indonesia secara umum. Fatwa ini dapat menjadi pendorong bagi umat Islam agar lebih
peduli lagi kepada mereka yang terimbas secara ekonomi akibat wabah covid-19
melalui penyaluran harta zakat, infag dan shadagh. Fatwa ini merupakan sumbangsih
pemikiran para Ulama Indonesia sebagai wujud dari kepedulian terhadap

penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya di masyarakat.



22

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Abu Bakar, Al Yasa’. Metode Istislahiah: Pemanfaatan Illmu Pengetahuan dalam Ushul
Figh. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.

Al-lbrahim, Musa Ibrahim. al-Madkhal ila Ushul al-Figh. .t.tp: Dar 'Amar, 1989.

Al-Razi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qadir. Mukhtar al-Shihah. Beirut: al-
Maktabah al-*Ashriyyah, 2004.

Al-Syathibi. al-I'tisham. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah. t.t.
Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Zawi, Al-Tahir Ahmad. Tartib al-Qamus al-Muhith ‘ala Tharigat al-Misbah al-
Munir wa Asas al-Balaghah .Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub. 1996.

Ataya, Abu Arkan Kamil. Antara Zakat, Infag, dan Shadagah. Bandung CV Angkasa.
2013

El-Madani, Figh Zakat Lengkap. Jogjakarta: Diva Press. 2013.

Igbal, Muhammad. Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta:
Prenada Media Group. 2014.

Isma’il, ‘Abd al-Hamid Abu al-Makarim. al- ‘Adillat al-Mukhtalaf fiha wa Atsaruha fi
al-Figh al-Islamiy, .Kairo: Dar al-Muslim, t.t.

Mu’is, Fahrur. Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat. Solo:
PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2011.

Nawawi, Ismail. Zakat : Dalam Perspektif Figh, Sosial dan Ekonomi. Surabaya: Putra
Media Nusantara. 2010.

Raisuni, Ahmad. Nazhariyah al-Maqashid ‘Ind al-Syathibi. Riyadl: Dar al-‘Alamiyah.
1992.

Shalih, Muhammad Adib. Mashadir al-Tasyri' al-Islami wa Manahij al-Istinbath.
Kairo: Dar al-Fikr. t.t.

B. Jurnal-Jurnal

Ridho, Miftahur. “Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok
Penyandang Disabilitas”. Jurnal Al-Bayan. Vol. 23. No. 1 Januari — Juli
2017.



23

Sabig, Ahmad Fikri dan Amirudin, Choirul. “Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI
No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19,”Jurnal Bimas Islam,
Vol 14, h. 161-184)

Rifai, Ahmad. “Implikasi Kaidah Asbadb bsic e )l Je Y <o ai terhadap Peran
Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia”. Vol. 3, No. 06, 2015

Thorik, Syilvia Hasanah. “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia
Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”. ‘Adalah: Buletin Hukum dan
Keadilan, Vol. 4, No. 1 .2020.

Uyun, Qurratul. “Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi
Islam’. Islamuna. Volume 2 Nomor 2 Desember 2015



